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ABSTRACT 

Forest area baseline is one of the obligations given by the Minister of Environment and Forestry as a consequence of 

Persetujuan Penggunaan Kawasan (PPKH) for coal mining in forest areas. Forest area realization is a description of the 

actual conditions of coal mining. This study to determine the implementation of baseline to realization of forest area by 

PPKH in East Kalimantan Province. The research was carried out using literature studies, visual interpretation for satellite 

image, questionnaires, and interviews with PPKH. The data obtained was analyzed using a Likert scale. The results of 

the research showed that the forest area baseline had been implemented quite well with a percentage of 66.40%. PPKH 

holders already knew about forest area baseline but could be implemented optimally in actual practice. PPKH has 

followed the rules in preparing the baseline of forest area use, but the fact is that it still cannot describe the actual 

conditions in the field. 

 

 Key words: Coal mining, forest area use approval, baseline, forest area use realization. 

ABSTRAK 

Baseline penggunaan kawasan hutan merupakan salah satu kewajiban yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan sebagai konsekuensi diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan operasi 

produksi batubara di dalam kawasan hutan. Realisasi penggunaan kawasan hutan merupakan gambaran kondisi aktual 

penggunaan kawasan hutan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi baseline terhadap 

realisasi penggunaan kawasan hutan yang dilakukan oleh pemegang PPKH di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian 

dilakukan dengan studi literatur, interptretasi citra satelit seara visual, kuisoner dan wawancara kepada pemegang PPKH. 

Data yang diperoleh dilakukan analisa dengan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baseline penggunaan 

kawasan hutan telah terimplementasi cukup baik dengan persentase 66,40%. Pemegang PPKH telah mengetahui peran 

baseline penggunaan kawasan hutan namun dalam realisasi pelaksanaan di lapangan belum optimal. PPKH telah 

mengikuti aturan dalam penyusunan baseline penggunaan kawasan hutan, namun faktanya masih belum dapat 

menggambarkan kondisi aktual di lapangan. 

 

Kata kunci: Baseline, penggunaan kawasan hutan, realisasi penggunaan kawasan hutan. 

  

PENDAHULUAN 

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 

3 bahwa seluruh sumber daya alam yang ada 

dikuasai oleh negara dan digunakan untuk 

kemakmuran rakyat dapat diartikan keberadaannya 

mampu meningkatkan penerimaan negara serta 

meningkatkan kemakmuran masyarakat yang 

bergantung dengan alam (Sari dkk., 2021). 

Pemanfaatan sumber daya alam khususnya di 

bidang pertambangan batubara mampu menarik 

minat pemodal asing, memasok kebutuhan energi 

dalam negeri serta meningkatkan jumlah lapangan 

pekerjaan sehingga perlu dilakukan pengelolaan 

terhadap lingkungan hidup (Chen dkk., 2020). 

Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam terutama 

di bidang pertambangan dilakukan setelah 

memperoleh Izin Usaha Pertambangan dari Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral (Kasim dkk., 

2023). Wilayah izin usaha pertambangan yang telah 

diberikan tidak serta merta membuat pemegang izin 

dapat melakukan aktivitas pertambangan, terlebih 

wilayah konsesi yang diberikan berada di dalam 

kawasan hutan. Kegiatan pertambangan yang berada 

dalam kawasan hutan tentunya dapat menyebabkan 

perubahan bentang lahan, kerusakan hutan, 

hilangnya habitat satwa serta degradasi dan 

deforestasi hutan (Quash dkk., 2024) Sehingga perlu 

dilengkapi dengan perizinan di bidang kehutanan 

dalam hal ini Persetujuan Penggunaan Kawasan 

Hutan yang diberikan oleh Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan bagi pelaku usaha 
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pertambangan yang memiliki konsesi di dalam 

kawasan hutan (Kasim dkk., 2023) melalui baseline 

penggunaan Kawasan hutan sebagai elemen 

perencanaan. 

Kegiatan Pemanfaatan sumber daya alam 

terutama di bidang pertambangan dilakukan setelah 

memperoleh Izin Usaha Pertambangan dari Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral. Wilayah izin 

usaha pertambangan yang telah diberikan tidak 

serta merta membuat pemegang izin dapat 

melakukan aktivitas pertambangan, terlebih 

wilayah konsesi yang diberikan berada di dalam 

kawasan hutan (Kasim dkk., 2023). Kegiatan 

pertambangan yang berada dalam kawasan hutan 

tentunya dapat menyebabkan perubahan bentang 

lahan, kerusakan hutan, hilangnya habitat satwa 

serta degradasi dan deforestasi hutan (Pramita dkk., 

2021). Sehingga dalam pelaksananaannya perlu 

dilengkapi dengan perizinan di bidang kehutanan 

dalam hal ini Persetujuan Penggunaan Kawasan 

Hutan yang diberikan oleh Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan bagi pelaku usaha 

pertambangan yang memiliki konsesi di dalam 

kawasan hutan melalui baseline penggunaan 

Kawasan hutan sebagai elemen perencanaan. 

Berdasarkan Sistem Informasi PNBP-PKH 

(2023), sampai dengan Desember 2023, Provinsi 

Kalimantan Timur telah memiliki 81 Persetujuan 

Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk 

kegiatan di sektor pertambangan yang berstatus 

aktif dengan luas total 108.555,10 ha. PPKH 

tersebut terbagi dalam status Perizinan berupa IUP 

(Izin Usaha Pertambangan), PKP2B (Perjanjian 

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan 

IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) 

(Amatullah dkk., 2020). Pemberian PPKH 

bertujuan untuk mengatur dan membatasi segala 

kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk 

kepentingan di luar sektor kehutanan yang berada di 

dalam kawasan hutan tanpa merubah status dan 

fungsi kawasan hutan dengan kewajiban menyusun 

baseline penggunaan kawasan hutan (Zubayr, 

2014). Baseline penggunaan kawasan hutan 

merupakan acuan dalam melakukan kegiatan 

aktivitas pertambangan yang berisi kategori jenis 

dan luas areal penggunaan kawasan hutan dari 

diterbitkan PPKH sampai berakhirnya PPKH 

(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

2021) 

Pemengang PPKH wajib tunduk terhadap 

aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam 

hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

dengan melakukan upaya pengelolaan lingkungan 

serta wajib mengembalikan kondisi sesuai rona 

awal pada areal yang telah terganggu sebelum 

dikembalikan ke negara (Kementerian Kehutanan, 

2009). Pengembalian sesuai rona awal dapat 

dilakukan dengan kegiatan reklamasi dan revegetasi 

dengan harapan pulihnya kembali keanekaragaman 

hayati (Aipassa dkk., 2020). Berdasarkan hal 

tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terkait 

Implementasi Baseline Penggunaan Kawasan 

Hutan pada Perusahaan Pertambangan Batubara di 

Provinsi Kalimantan Timur. 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada lokasi sampel 

sebesar 10% (Rangkuti, 2019) dari total Persetujuan 

Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang ada di 

Provinsi Kalimantan Timur dengan keterwakilan 

dari jenis perizinan PKP2B, IUPK, dan IUP 

(Gambar 1). 
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Gambar 1. Lokasi penelitian

Prosedur Penelitian 

Metode penelitian dilakukan secara purposive 

sampling yaitu pengambilan contoh dilakukan 

sesuai dengan kriteria tujuan penelitian (Obilor dan 

Isaac, 2023). Pengambilan responden dilakukan 

terhadap lokasi sampel pemegang PPKH dan 

Instansi pemerintah yang berwenang. 

Tahapan penelitian dilakukan dengan Studi 

literatur ini memberi informasi kepada peneliti 

untuk mengetahui hal-hal berupa sejarah, peristiwa 

yang telah terjadi sebelumnya (Knott dkk., 2022). 

Literatur yang digunakan harus relevan dengan 

tujuan penelitian (Newman dan Gough, 2020). 

Interpretasi citra satelit dilakukan dengan Sistem 

Informasi geografis (SIG) untuk mengidentivikasi 

objek penggunaan kawasan hutan/tutupan lahan 

pada areal pertambangan dalam satuan luas 

(Buczynska dkk., 2023) 

Visualisasi data dilakukan menggunakan GIS 

terhadap citra satelit/foto udara yang tersusun dari 

berbagai pixel sehingga membentuk suatu objek 

bumi. Penentuan jenis kategori areal terganggu hasil 

interpretasi citra harus berpedoman pada Peraturan 

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata 

Lingkungan Nomor P.3/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 

dengan penentuan jenis penggunaan kawasan hutan 

didasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.84/Menhut-II/2014 serta Surat Direktur Rencana, 

Penggunaan dan Pembentukan Wilayah 

Pengelolaan Hutan Nomor S.572/REN/ISD/PLA.0/ 

9/2020 [61,62]. Kuisoner dan wawancara dilakukan 

dengan tanya jawab kepada responden yang 
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bertujuan untuk mengumpulkan informasi 

(O’Rourke dkk., 2021)  

Analisis Data 

Data dari hasil penelitian di atas diolah 

menggunakan skala likert dengan pembagian 

beberapa interval (Cheng dkk., 2021). Skoring 

diberikan pada tiap variabel berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan (Taherdoost, 2019). 

Penentuan tingkat implementasi baseline dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Penentuan tingkat implementasi baseline 

No. Kategori Interval 
Presentase Interval 

(%) 

1 Baik 18,76-25 ≥76 

2 Cukup Baik 12,51-18,75 51-75 

3 Buruk 6,26-12,50 26-50 

4 Sangat Buruk 0-6,25 ≤25 

Penentuan kelas kategori 1 sampai 4 dilakukan 

berdasarkan perbandingan luas antara baseline 

dengan realisasi penggunaan kawasan hutan pada 

masing-masing jenis penggunaan kawasan hutan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemahaman Baseline Penggunaan Kawasan 

Hutan 

Baseline penggunaan kawasan hutan 

merupakan salah satu persyaratan yang diwajibkan 

bagi perusahaan untuk memperoleh Persetujuan 

Penggunaan Kawasan Hutan dari Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Baseline 

penggunaan kawasan hutan disusun sesuai dengan 

masa berlaku PPKH yaitu dari diterbitkannya 

PPKH sampai dengan berakhirnya PPKH 

(Kementerian Kehutanan, 2008). Keberadaan 

baseline diharapkan mampu menggambarkan 

kondisi dinamika perubahan aktivitas 

pertambangan oleh pemegang PPKH. 

Hasil rekapitulasi penerapan baseline 

penggunaan kawasan hutan diperoleh dari 

pembobotan kuisoner yang diberikan kepada 

pemegang PPKH (Tabel 2). 

Tabel 2. Pemahaman baseline penggunaan kawasan hutan berdasarkan jenis perizinan dibidang pertambangan 

No. Jenis Perizinan Persentase (%) Kategori 

1 Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara (PKP2B) 

94,67 Baik 

2 Izin Usaha Pertambangan Khusus 

(IUPK) 

92,00 Baik 

3 Izin Usaha Pertambangan (IUP) 88,00 Baik 

 

Berdasarkan Tabel 2, pemegang PPKH dengan 

status perizinan PKP2B memiliki nilai persentase 

tertinggi sebesar 94,67% dengan kategori baik. 

Pemegang PPKH dengan status perizinan IUPK 

memiliki nilai persentase sebesar 92,00% dengan 

kategori baik. Pemegang PPKH dengan status 

perizinan IUP memiliki nilai presentase 88,00% 

dengan kategori baik. 

Pemgang PKP2B memiliki nilai tertinggi 

dikarenakan status PKP2B mulai diberlakukan pada 

tahun 1967 melalui Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1967. PKP2B merupakan perjanjian yang 

dilakukan oleh perusahaan swasta asing dengan 

pemerintah Republik Indonesia atau perjanjian oleh 

perusahaan patungan antara asing dengan 

perusahaan dalam negeri (Amirah dan 

Trisnaningsih, 2022). PKP2B sendiri terdiri dari 

Generasi I (tahun 1967) sampai dengan Generasi 

VII (tahun 1998) (Trihastuti, 2013). Sehingga dari 

tahun 1967, perusahaan dengen status PKP2B telah 

melaksanakan kegiatan operasi produksi di bidang 

pertambangan yang berada di dalam kawasan hutan. 

Izin Usaha Pertambangan (IUP) mulai 

diberlakukan semenjak Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020. Pemegang IUP dapat melakukan sebagian 

atau seluruh kegiatan usaha pertambangan dalam 

hal ini berupa kegiatan operasi produksi di bidang 

pertambangan yang berada di dalam kawasan hutan 

(Najicha dan Handayani, 2017). 

Pemegang IUPK di Provinsi Kalimantan 

Timur merupakan perpanjangan dari PKP2B yang 

telah habis masa perjanjiannya. Diberlakukannya 

IUPK sebagai perpanjangan dari PKP2B bertujuan 

untuk mengakkhiri rezim dengan sistem perjanjian 

menjadi izin. Pada umumnya perusahaan yang 
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memiliki perizinan IUPK dahulunya merupakan 

PKP2B Generasi I yang telah lebih dahulu 

melakukan kegiatan operasi produksi di bidang 

pertambangan yang berada di dalam kawasan hutan 

(Pramita dkk., 2021)  

Pemegang PPKH dengan status perizinan 

PKP2B memiliki nilai tertinggi dalam segi 

pemahaman baseline penggunaan kawasan hutan 

dibandingkan dengan PPKH dengan status IUPK 

maupun IUP. Hal tersebut terjadi karena 

pemengang PPKH dengan status PKP2B lebih 

dahulu memulai aktivitas operasi produksi di 

bidang pertambangan (Riyadi, 2021). Selain itu, 

PKP2B juga didukung oleh modal yang besar baik 

dari perusahaan asing, perusahaan swasta maupun 

pemerintah. Informasi yang diperoleh terkait 

updating peraturan akan lebih mudah diakses 

(Tabel 3). 

Tabel 3. Pemahaman baseline penggunaan kawasan hutan 

No. PPKH Skor 
Persentase 

(%) 

Persentase 

Akhir (%) 
Kategori 

1 PPKH1 22 88 

91 Baik 

2 PPKH2 25 100 

3 PPKH3 24 96 

4 PPKH4 23 92 

5 PPKH5 24 96 

6 PPKH6 20 80 

7 PPKH7 21 84 

8 PPKH8 23 92 

Tabel 3 menunjukkan pada prinsipnya 

pemahaman pemegang PPKH baik PKP2B, IUPK 

maupun IUP terhadap baseline penggunaan 

kawasan hutan seluruhnya dapat dikategorikan baik 

dengan nilai persentase sebesar 91,56%.  

Perbandingan Baseline dengan Realisasi 

Penggunaan Kawasan Hutan 

Berdasarkan hasil perhitungan antara baseline 

penggunaan kawasan hutan dengan realisasi 

penggunaan kawasan hutan diperoleh selisih luas 

dari masing-masing kategori penggunaan kawasan 

hutan dalam satuan hektar (Kementerian 

Kehutanan, 2008). Baseline penggunaan kawasan 

hutan diperoleh dari dokumen rencana yang telah 

disusun sebelumnya oleh pemegang PPKH 

sedangkan realisasi penggunaan kawasan hutan 

diperoleh dari hasil interpretasi citra satelit dan/atau 

orthophoto. Interpretasi citra satelit dan/atau foto 

udara dilakukan secara visual terhadap lokasi 

pemegang PPKH untuk melihat jenis penggunaan 

kawasan hutan dalam satuan luas dengan melihat 

kenampakan objek secara spasial (Endayani dkk., 

2023). 

Penentuan jenis kategori penggunaan kawasan 

hutan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.84/Menhut-II/2014 dan Surat Direktur 

Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah 

Pengelolaan Hutan Nomor S.572/REN/ISD/ 

PLA.0/9/2020 yang dibedakan menjadi 3 (tiga) 

jenis kategori, yaitu L1, L2 dan L3 (Tabel 4).

Tabel 4. Perbandingan baseline dengan realisasi penggunaan kawasan hutan 
 

PPKH 

Kategori Penggunaan Kawasan Hutan (ha) 

No

. 
L1 L2 L3 

 Baseline Realisasi Selisih Baseline Realisasi Selisih Baseline Realisasi Selisih 

1 PPKH1 862,76 940,25 -77,49 3.537,11 3.511,05 26,06 100,23 48,8 51,43 

2 PPKH2 107 243,95 -136,95 638,15 501,2 136,95 48,45 48,45 0,00 

3 PPKH3 4.945,95 4.633,49 312,46 786,77 1.099,23 -312,46 0,00 0,00 0,00 

4 PPKH4 8.249,84 7.346,14 903,70 3.724,94 4.628,64 -903,70 0,00 0,00 0,00 

5 PPKH5 1.437,95 1.479,8 -41,85 418,57 376,72 41,85 0,00 0,00 0,00 
6 PPKH6 244,75 155,32 89,43 53,04 142,47 -89,43 0,00 0,00 0,00 

7 PPKH7 577,93 596,68 -18,75 45,51 26,76 18,75 0,00 0,00 0,00 

8 PPKH8 638,48 595,75 42,73 337,32 380,05 -42,73 0,00 0,00 0,00 

 

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan selisih dari 

luasan antara baseline penggunaan kawasan hutan 

dengan realisasi penggunaan kawasan hutan pada 

masing-masing pemegang PPKH terhadap kategori 

L1, L2, dan L3. Selisih dengan angka positif 

menunjukkan bahwa baseline penggunaan kawasan 

hutan yang direncanakan oleh pemegang PPKH 

lebih besar dibandingkan dengan realisasi 

penggunaan kawasan hutan. Angka negatif 

menunjukkan bahwa baseline penggunaan kawasan 

hutan yang direncanakan lebih kecil dibandingkan 

dengan realisasi penggunaan kawasan hutan. 

Selisih antara baseline dengan realisasi 

penggunaan kawasan hutan untuk kategori L1 dari 
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luasan terbesar sampai terkecil berturut-turut, yaitu 

PPKH4 dengan luas 903,70 ha, PPKH3 dengan luas 

312,46 ha, PPKH2 dengan luas 136,95 ha, PPKH6 

dengan luas 89,43 ha, PPKH1 dengan luas 77,49 H, 

PPKH8 dengan luas 42,73 ha, PPKH5 dengan luas 

41,85 ha dan PPKH7 dengan luas 18,75 ha. 

Selisih antara baseline dengan realisasi 

penggunaan kawasan hutan untuk kategori L2 dari 

luasan terbesar sampai terkecil berturut-turut, yaitu 

PPKH4 dengan luas 903,70 ha, PPKH3 dengan luas 

312,46 ha, PPKH2 dengan luas 136,95 Ha, PPKH6 

dengan luas 89,43 ha, PPKH8 dengan luas 42,73 ha, 

PPKH5 dengan luas 41,85 ha, PPKH1 dengan luas 

26,06 ha dan PPKH7 dengan luas 18,75 ha. 

Sedangkan selisih antara baseline dengan realisasi 

penggunaan kawasan hutan untuk kategori L3 dari 

luasan terbesar sampai terkecil berturut-turut yaitu 

PPKH1 dengan luas 51,43 ha dan PPKH2, PPKH3, 

PPKH4, PPKH5, PPKH6, PPKH7, serta PPKH8 

dengan luas 0,00 ha. 

Perbedaan luas pada kategori L1 dan L2 terjadi 

karena jenis penggunaan kawasan hutan masih 

bersifat dinamis yaitu dapat berubah sewaktu-waktu 

setiap tahun menyesuaikan dengan kebutuhan di 

bidang pertambangan. Pada kategori L3 sebagian 

besar PPKH dapat dinyatakan sesuai. Kesesuaian 

baseline dengan realisasi penggunaan kawasan 

hutan berkaitan dengan komitmen pemegang PPKH 

untuk melakukan penutupan lubang bekas tambang 

(Tabel 5).  Status PPKH aktif dan berproduksi 

batubara memungkinkan terdapat material 

cadangan untuk melakukan penimbunan lubang 

bekas tambang (Ile dan Malan, 2022). 

 

Tabel 5. Persentase Perbandingan baseline dengan realisasi penggunaan kawasan hutan

No. PPKH 
Persentase (%) Persentase 

Akhir (%) 
Kategori 

L1 L2 L3 

1 PPKH1 1,72 0,58 1,14 

50,00 Buruk 

2 PPKH2 16,87 16,87 0,00 

3 PPKH3 5,45 5,45 0,00 

4 PPKH4 7,54 7,54 0,00 

5 PPKH5 2,25 2,25 0,00 

6 PPKH6 30,03 30,03 0,00 

7 PPKH7 3,01 3,01 0,00 

8 PPKH8 4,38 4,38 0,00 
Sumber data diolah dari hasil penelitian dengan asumsi persentase kesesuaian tidak lebih dari 3%

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan persentase 

keseluruhan terhadap perbandingan baseline 

dengan realisasi penggunaan kawasan hutan oleh 

pemegang PPKH. Besaran persentase dipengaruhi 

oleh luas pada masing-masing kategori areal 

terganggu serta luas PPKH yang diberikan. Hasil 

perbandingan baseline dengan realisasi penggunaan 

kawasan hutan pada pemegang PPKH menunjukkan 

angka 50,00% dengan kategori buruk. Hal ini terjadi 

karena perencanaan yang dilakukan oleh pemegang 

PPKH melalui baseline penggunaan kawasan hutan 

belum menggambarkan kondisi aktual di lapangan. 

Implementasi Baseline Penggunaan Kawasan 

Hutan 

Hasil implementasi baseline penggunaan 

kawasan hutan yang dilakukan oleh pemegang 

PPKH di Provinsi Kalimantan Timur diperoleh dari 

pembobotan pemahaman baseline dengan 

perbandingan baseline terhadap realisasi 

penggunaan kawasan hutan (Tabel 6). 

Tabel 6. Persentase perbandingan baseline dengan realisasi penggunaan kawasan hutan

No. Parameter 
Persentase 

(%) 

Perrsentase 

Akhir (%) 
Kriteria 

 

1 Pemahaman baseline 91,00 

66,40 
Cukup 

Baik 

 

2 Perbandingan baseline dengan 

realisasi 

50,00  

Tabel 6 menunjukkan hasil implementasi 

baseline terhadap realisasi penggunaan kawasan 

hutan oleh pemegang PPKH di Provinsi Kalimantan 

Timur berada pada peresentase nilai 66,40% dengan 

kategori cukup baik. Pada prinsipnya pemegang 

PPKH telah mengetahui dan mengikuti prosedur 

penyusunan serta pengimplementasian baseline 

penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di sektor 

pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Namun dalam praktek 

pengimplementasian baseline belum dilakukan 

secara optimal karena belum dapat menggambarkan 

kondisi aktual di lapangan. 
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Pengimplementasian baseline penggunaan 

kawasan hutan yang belum optimal dapat terjadi 

karena beberapa faktor antara lain adanya over 

clearing terhadap areal yang seharusnya belum 

dilakukan pembukaan lahan untuk kegiatan 

pertambangan sehingga bukaan lahan menjadi lebih 

besar dari yang direncanakan (Festin dkk., 2019). 

Adanya aktivitas pertambangan yang tidak 

mempertimbangkan kondisi topografi sehingga 

menyebabkan kerusakan ekologi lingkungan 

(Zhang dkk., 2017). Daerah yang lebih rendah 

menjadi tergenang serta adanya pembendungan 

anak sungai/ krik yang menyebabkan sungai meluap 

aibat adanya sedimentasi sehingga menyebabkan 

kerusakan vegetasi (Sunarto dkk., 2023). 

Keberhasilan kegiatan reklamasi dengan 

mendistribusikan penyebaran top soil secara 

merata, agar ketebalan sebaran top soil dapat 

melebihi 30 cm seperti yang ditetapkan dalam 

rencana semula (Aipassa dkk., 2020). 

Selain hal tersebut penyebab terbesar 

ketidaksesuaian antara baseline dengan realisasi 

penggunaan kawasan hutan adalah pengaruh faktor 

ekonomi yaitu saat komoditi batubara mengalami 

kenaikan harga yang cukup signifikan (Esteves et 

al., 2024). Hal tersebut menyebabkan pemegang 

PPKH meningkatkan kapasitas produksi untuk 

mengejar profit atau keuntungan. Sehingga jenis 

kategori areal terganggu yang semula sudah 

direncanakan dengan luasan tertentu di dalam 

baseline penggunaan kawasan hutan menjadi tidak 

sesuai. 

Pelaksanaan kegiatan pertambangan khusunya 

yang berada di dalam kawasan hutan harus 

dilakukan pengawasan dan monitoring oleh instansi 

pemerintah selaku pemberi izin (Kasim dkk., 2023). 

KESIMPULAN 

Pengimplementasian baseline penggunaan 

kawasan hutan oleh pemegang PPKH di Provinsi 

Kalimantan Timur dapat dikategorikan cukup baik 

dengan nilai persentase 66,40%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pemegang PPKH telah 

memahami prosedur dalam penyusunan serta 

pengimplementasian baseline, namun dalam 

praktek di lapangannya masih belum optimal. 

Pemengang PPKH telah mengikuti aturan dalam 

penyusunan baseline penggunaan kawasan hutan, 

namun faktanya masih belum dapat 

menggambarkan kondisi aktual di lapangan. 
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